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Taufik Kurniawan Tolak Politisasi Dana Desa

Wakil Ketua DPR RI Taufik
Kurniawan beranggapan
alokasi dana sebesar 1 miliar
per desa jika dikelola secara

baik dan akuntable bisa
menghapuskan disparitas
ekonomi yang masih terjadi

di Indonesia. Namun yang
menjadi masalah, menurut
Taufik, dana desa sebesar itu
malah dipolitisir, dimanfaatkan
untuk kepentingan politik
golongan,

Taufik menjeElaskan prinslprya dia
mendubung peningkatan kesejahtera-
an masyarakat desa lewal dana desa,
namun vang disesalkannya, dana desa
justru dimanfaatkan untuk kepentingan
politik. "Hanva desa-desa yang dekat
dengan faktor politik itu dapat bantusn,
Seharusnya semua desa dapat. Tidak
harya desz yang didampingi dan par-
tal politik tertentu, ada muatan politi?
uwjar Taufik dalam [nternational Com-
ference on Indonesian Social and Pali-
tical Enguiries 2017, di Hotel Santika,
Semarang, Selasa

Taufik mencontohkan, saat ini ada
indikasi pemyvelewengan bantuan dana
desa dengan cara lewat pendamping
dana desa, dana desa bisa dikucurkan
jika desa tersetsut memilih partal ter-
tentu. “Kalau ini disisipkan unswr-unsur
politis kami tidak setuju” ufar Tauhk.

Menurutmya, poiitisasi dana desa di-
sehablkan, steak holder dalam kemente-
rian desa belum kuat zampai ke tinghat
desa, Untuk menghindari politisasi dana
desa dia mengusutkan agar dana desa
dikaji kembali dengan melibatkan Ke-
menterian Dalam Meger dan Kemente-
rian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Fakyvat dalam penyaluran dan penga-
wwasan dana desa. Karena dua kemente-
rian tersebut memiliki strukbur organi-
sasi sampai dengan e pelosok- pelosok
desa,

Sehingga target kera Kementerian
Desa dan Pembangunan Daerah Ter-
tinggal dan Transmigrasi [(Kemendes
PDTT) untuk mensefahberakan masya-
rakat desa menjadi realistis. "DPR wsul-
kam kalay idealnya menggandeng Ke-
mendagri dan Kementeran PU karena
mereka memiliki strukdur aparat hingza
tingkat desa,’ kata Tauhk,

Taufik menjelaskan Kemendes mse-
miliki beban tekniz terkait dana desa,
namun keberadzarmya hanya ada di
Jakarta, sedangkan di tingkat provin-

Dekan Fisip Lindip Sunarto menverahkan cindera mata kepada
Wakil Ketua DPR R pada acora ICISPE 2017

gi can kabupaten/kota belum ada, Dia
menjelaskan penguatan personil itu sa-
ngat diperlukan sehingea ketika Badan
Pemerikza Keuangan (BPE] mengaudit,
dari aspsk kelembagasn ada pejabat
yang bertanggung jawab.

“Kemendes hanya ada di Jakarta,
bidak ada i Provinsi dan Kabupaten)
Kotz namun sebensmya memiliki be-
ban teknis sehingga peru ada skmpul
pembuat kebijakan terkait dana desa,”
ujarrya,

Politisi dari Fraksi PAMN ini mengata-
kan pengaswasan dan audit penggunaan
dana desa harus ditakukan BPE, karena
dana megara  pertanggungiawabannya
juga harus secara jelas untuk kepenting:
an negara. Dia juga beranggapan dana

chesa Hdak bisa difslankan okl suditor
independen karema menyangkut peng-
ELINEAN ANEEATAN Negara.

"Temaga pendamping harus melibat-
kan unsur pemerintzh sehingea tidak
boleh gunakan pihak independen kare-
na menyangkut uang negara,’ katanya.

Taufik tidak menginginkan auditor in-
dependen mengaudit dana desa karena
dikhawatickan dimanfastkan oleh satu
atau dua parpol untuk dipofidsasi. Dia
memegaskan DPFR mendukung penya-
luran dana desa karena bisa membuat
program vang bagus untuk dess-desa
namun harus diperbaikl infrastruktuer
regulasi, infrastruktur auditor, dam ins-
frastruktur kapasitas sumber daya ma-
nusia.



